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PUTUSAN
Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA TA

ZARE Y 2

Sl 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten
Tulungagung, Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten
Tulungagung, Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor
1105/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 19 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Juni 2003

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA

Kabupaten Tulungagung;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup

bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal dirumah orangtua

Penggugat selama kurang lebih 19 tahun 8 bulan.

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN
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TERGUGAT, Perempuan, umur 15 tahun, dalam asuhan Penggugat
dan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Januari 2023,
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi
disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda
pendapat dalam hal mengurus rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya
Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama
kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak

memberi nafkah lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada
ketua pengadilan agama Tulungagung untuk berkenan memanggil dan
memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun
kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang- sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi
hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah dua kali menyampaikan surat keterangan
istirahat/ surat keterangan sakit dari dokter melalui Jurusita yaitu tanggal 11
Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa tanggal istirahat yang ditunjuk kedua surat keterangan istirahat
tersebut menunjukkan tanggal sebelum tanggal pelaksanaan hari sidang, surat
pertama menunjukkan tanggal istirahat berakhir tanggal 17 Juli 2024
sedangkan tanggal pelaksanaan sidang tanggal 18 Juli 2024 dan surat kedua
menunjukkan tanggal istirahat berakhir tanggal 20 Juli 2024, sedangkan sidang
dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa surat keterangan istirahat/ surat keterangan sakit tersebut tidak
menyebutkan nama penyakit yang diderita oleh Penggugat, hanya
menyampaikan perlunya istirahat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
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ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah sidang pertama tidak pernah
lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa benar Penggugat 2 (dua) kali telah mengirim surat
keterangan istirahat melalui Jurusita yaitu tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 17
Juli 2024;

Menimbang, bahwa tanggal istirahat yang ditunjuk kedua surat
keterangan tersebut menunjukkan tanggal sebelum tanggal pelaksanaan hari
sidang, surat pertama menunjukkan tanggal istirahat berakhir tanggal 17 Juli
2024 sedangkan tanggal pelaksanaan sidang tanggal 18 Juli 2024 dan surat
keterangan kedua menunjukkan tanggal istirahat berakhir tanggal 20 Juli 2024,
sedangkan sidang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa menunjuk surat keterangan sakit yang kedua,
antara tanggal batas akhir untuk istirahat dan tanggal pelaksanaan sidang
berjarak 5 (lima) hari, maka seharusnya Penggugat dapat menyampaikan atau
mengirim surat keterangan istirahat/ surat keterangan sakit terbaru yang
menyebutkan jenis penyakit yang diderita oleh Penggugat sehingga dapat
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
pada rumusan kamar agama point 5 (a) menyatakan “Pihak Pemohon/
Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah
hadir lagi dua kali berturut turut pada persidangan berikutnya, maka
permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas
maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18
Muharram 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.l. sebagai

Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

H. Mihdar, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota | Hakim Anggota |l

Drs. H. Helman, M.H. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,
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Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 1.540.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.710.000,00
(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu

rupiah)
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